
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pengenaan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan nilai lain
sebagai dasar pengenaan pajak terhadap pengusaha kena pajak
pedagang eceran : studi kasus di wilayah Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Menteng (suatu tinjauan atas pelaksanaannya)
Siregar, Mora Aryani, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=72559&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Salah satu upaya untuk mengefektifkan peranan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintahan adalah

memperluas subjek pajak - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga tingkat pedagang eceran. Untuk

memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) dalam memenuhi

kewajiban PPN-nya, maka dikeluarkan ketentuan Nilai Lain sebagai Daftar Pengenaan Pajak (DPP).

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pertama : apakah

terdapat keseragaman pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, kedua : apakah

telah memberikan kemudahan administrasi pajak, ketiga : apakah telah memenuhi asas keadilan pajak,

keempat apakah terdapat pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif.

Kerangka teori yang penulis ajukan adalah prinsip-prinsip perpajakan yang ideal yaitu bahwa sistem

perpajakan yang ideal harus memenuhi prinsip kepastian hukum yang tercermin dalam keseragaman

pemahaman, kemudahan administrasi pajak, azas-azas keadilan pajak serta sistem pengawasan dan

pemeriksaan yang efektif.

Disamping melakukan studi literatur (library research), penulis juga melakukan penelitian lapangan (field

research) berupa unit analisis persepsi dan pengalaman aparatur pajak maupun wajib pajak (pedagang

eceran) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Menteng dengan menggunakan instrumen

kuesioner.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, diantara wajib pajak maupun aparatur pajak tidak memiliki

persepsi yang seragam terhadap pokok peraturan perundang-undangan perpajakan, belum sepenuhnya

memberikan kemudahan dalam administrasi pajak bagi wajib pajak maupun instansi pajak, responden

aparatur pajak menyatakan bahwa tarif deemed 10% x 20% x DPP sudah cukup wajar dan adil sebaliknya

responden wajib pajak menyatakan belum sepenuhnya/belum adil dan seharusnya lebih rendah, sistem

pengawasan dan pemeriksaan yang ada ternyata belum efektif, masih terdapat beberapa kendala dan perlu

ditingkatkan.

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengenaan PPN terhadap PKP PE dengan menggunakan Nilai

Lain sebagai DPP, disarankan untuk dilakukan peninjauan kembali seluruh ketentuan perpajakan yang

terkait, dilakukan penyeragaman pemahaman antara wajib pajak maupun aparatur pajak, dilakukan

peninjauan lebih lanjut untuk memberikan kemudahan administrasi pajak, dilakukan penelitian lebih lanjut

tentang besarnya tarif deemed yang wajar dan dilakukan penyuluhan yang intensif dan terencana untuk

meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tercipta keadilan (persaingan yang sehat) diantara wajib

pajak.
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